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PENGADILANEGERI SOLOK
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RINGKASAN EKSEKUTIF

engadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas
menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan
eksekutifmaupun kekuasadegislatif (pasal 24, 25 Undargndang Daar 1945, pasal 10
Undang- undang Nomor & Tahun 2009, tentang Pokpkkok Kekuasaan Kehakiman),

dan menurut Pasal 5%2 dan 53 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas

UndangUndang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umdmgas pokok dan fungsinyaadalah

sebagai berikut

Tugaspokok:

1. Menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikarperkara pidana dan perkaperdata

dalam tingkat pertama

2. Tugastugas lain yang tientukan oleh undangndang dan peraturan yang bertaku

Sedangkanfungsinyaadalah :

1. Menjaga agarpelaksanaan tugapokok lembagaperadilan sesuai dengan rencana dan
ketentuan perundangndangan yang berlaku

2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradailan
dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagamaastinya.

3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi
kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murabh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solokite program

utama yang berdasarkan ali®A 2015 yaitu:

1. Program Dukungan Majemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apaviatiikamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam angka untuk mewujudkaviisi danMisi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut,
dilaksankan melalypenggunaan anggaran tahun2@¥sebut yang tertuang dalam 3 Program vyaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnyllahkamah
Agung, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta
kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut
telah dapat dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur Mahkamah Agung, telah
dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengdaeantaris Kantar

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, telah dilakukan dengan

melaksanakan kegiatan mulai darélaksanakakegiatanpenanganan perkar
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BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahjlif)Kadalah salah satu rangkaian
kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi
semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum
dalam LaporarKinerja InstansiPemerintah (KjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian
program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam
menyusun langkatangkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hinagkupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undahglang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
telah diamandemen dikatakan bahwa Kasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan
Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh
Mahkamah Konstitui4 Dengan amandemen Undabfpdang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa
perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Udddagg Nomor 4 Tahun 2004 jo
UndangUndang Nomor 48 Tahun @0 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undaingang Nomor
3 Tahun 200 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Und&ihglang Nomor 48 Tahun Q0 tentang Kekuasan
Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organ@asijnistrasi dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masasing lingkungan peradilan diatur dalam
undangundang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan massigy”. Dengan demikian
berdasarkan pasal tersebut, lahirdgda yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi
dari pasal tersebut lahirlah Undablgmdang Nomor 49 Tahun @0 tentang perubahan kedua atas
UndangUndang Nomo8 Tahun2004tentang Peradilan Umum

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadiegeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanail@nundangindangataurakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi. Kewajibanersebut dgbarkan dengan menyiapkan, mesyn dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja
dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun
angggaran yang dikaitkamlengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas KorupsiKolusi dan Nepotisme, pasal 3 nyatakarbahwa AsasasasdumumPenyelenggaraan
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Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas
Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakagpod govermancealiperlukan prinsigprinsip partisipasi,
penegakanhukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efinsi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang amann asdijatibera
melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan
perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang
dilaksanakan tiap tahun, dsun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaganatur
Negara NomoB/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan
Akuntabilites Kinerja Tahun 200 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun12@&rta DIKTUM
KETIGA Instruksi Presiden Nomds Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama &@s secara berjenjang dengan berdasarkan Indikato

Kinerja Utama masingasing.
B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Solok merupakan lingkungan peradildvawiah Mahkamah Agung RI
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan Hukum daKeadilan PengadilanNegeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikanppdeaadi
tingkat pertamé#aik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tergeliPengadilan Negeri Soloknempunyai fungsi
sebagaberikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat
pertama serta penyelesaian perkara dan eksgdiasn wilayah Pengadilan Negeri Solok.

2. Memberikanpelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali
serta administrasi peradilan lainnya.

3. WaarmerkingaktaPendirian Badan Hukum.

Melaksanakan tugasigas pelayanaminnya seperti penyuluhan hukum.
C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisaltaporan Kinerjalnstansi Pemerintah pa&&ngadilan NegeSolok adalah

sebagai berikut
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1. KATAPENGANTAR
2. DAFTAR ISI

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

Lampiran

PENDAHULUAN, yang menguraikatentang latar belakang, tugas dan fungsi,
serta sistematikpenyajian

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, terdiri darirencana stratgs
2015-2019, indikator kinerja utamatahun2015, rencana kerja tahun 2®%erta
dokumen penetapan kineffahun 205.

AKUNTABILITAS KINERJA, padabagian ini disajikarpengukuran kinerja
(pebandingan antara target dan lis@si kinerja) dan analisiskinerja
(pencapaian sasaraasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari
hasithasil pengukuran kinerja).

PENUTUR yaitu mengemukakan tujuan secanaum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan mas#&amudian
disampaikan pula sarezaran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Pada bagian ini dilampirkan dokuma&okumen pendukung penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah fgadilan Negeri Solok tahun 281
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BAB II.
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategi®engadilan Negeri SoloRahun 205 — 2019 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan taHapapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijaka
dan peraturan perundangandangan untuknencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yarsgsietta sebagai pedoman damkol
ukur kinerjaPengadilan Negeri Solofiselaraskan dengaarah kebijakan dan program Mahkamah
Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2085 dan Rencana Pembangn
Jangka Menengah (RPJM) 21 2019, sebagaipedoman dan pengdalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan migjusartarganisasi
pada tahun 2@l- 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan
untuk mewjudkan tercapainya tugas pokok dan furRgngadilan Negeri Solok

Adapun visi darPengadilan Negeri Soladdalah:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG

Untuk mencapai visi tersebutPengadilan Negeri Solokmenetapkan misi yang

menggambarkan hgbang harus dilaksanakan, yaitu

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan trasspara

2. Meningkatkan kualitasumber daya aparatur peraditdalam rangka peningkatan pelayanan pada
masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan gfehgf dan efisien
Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

Mengupayakan tersediangaranalan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasitam jangka waktu satu sampai dengan

lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

Adapuntujuanyang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutulkdan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bata Pergadilan Negeri Solokapatmemenuhi butir 1 dan 2 di atas
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Sasaranadalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan thcagitiagilkan
dalam jangka wakturha tahun kedepan dari tahun 8&hmpai dengan tahun Z)Isasaran strategis

yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksdslitas putusarmakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to.justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

o ok~ w NP

Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam
mencapai tujuarHubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utamgagaetdigambarkan sebagai
berikut

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1. | Terlaksananya Tertib a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petdrglakis
Administrasi Perkara Pidana Buku Il Mahkamah Agung
dan Perkara Perdata b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku Il

Mahkamah Agung

c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah
Agung

d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku Il Mahkamah
Agung

2 Meningkatnya  penyelesaigna. Persentase mediasi yang diselese

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perda

perkara c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesa
e. Persentase perkara yang diselean dalam jangk
waktu maksimab bulan
3. Peningkatan aksggilitas | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukym:
putusan Hakim - Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
4. Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK
. disampaikan secara lengkap
pengelolaan penyelesaiat

'h. Persentase berkas vyang diregister dan [siap

perkara didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusar
tepat waktudantempatpadapara pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
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®

Ratio Majelis Hakim terhadap perk

5. Peningkatan aksesibilitgsa. Persentase perkara prodeo ydiselesaika
aR‘ Persentase (amar) putusan perkara (yang meparik
perhatian masyarakat) yang dapat diakses secaiae
(acces to justice) dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

masyarakat terhadap peradil

6. Meningkatnya kepatuhanPersentase permohonan eksekasas putusan perkara

terhadap putusan pengadilan| perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklamjuti

7. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindakl
engawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
Peng ditindaklanjuti.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat ripadgnamdankegiatan pokok

yang akan dilaksanakan sebalgaiikut:

a. Program Peningkatan Manajemen PeradilanUmum.

Program Peningkatan Manajemen PeradilBmum merupakan program uktumencapai
sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas
masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan PengadisinSolok

dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana Bardata

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana@erdata

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan képat wa
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transpars proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

Program DukungamManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
dibuat untuk mencapai sasaran strateg@tu menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan
dalam program ini adalah

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Menindak lanjutpengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
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C.

Program Peningkatan Saradan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk
mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini

adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

INDIKATO R KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Pengadilan Negeri Solokelah menetapkan Indil@t Kinerja Utama berdasarkanur@t

KeputusarKetua Pengadilan Negeri Soloklomor W3.U7/001/SK/1/2015 tanggal05 Januari 2015

dapat dilihatsebagai berikut

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Tertib

Perkara Perdata

Administrasi Perkara Pidana dg

Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petdmglakis Buku
Il Mahkamah Agung

b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku Il
Mahkamah Agung

c. Prosedur Kasasi sesymatunjuk teknis Mahkamah Agundg

d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku Il Mahkamah

Agung

pengelolaan
perkara

Meningkatnya penyelesaii| a. Persentase mediasi yang diselese
perkara b. Persentase mediasi yang menjadi akta perda
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesa
e. Persentase perkara yang diselean dalam jangka waki
maksimal5 bulan
Peningkatan akstabilitas | Persentase perkayang tidak mengajukaupaya hukun
putusanHakim - Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitaga. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK

penyelesaian

disampaikan secara lengkap

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribt
ke Majelis

Persentase penyampaian pemberitahuan rgbagigsan
tepat waktudantempatpadapara pihak

Prosentase penyitaan tepat waktu dan te

Ratio Majelis Hakim terhadap perk

b.

o

Peningkatan

aksesibilitg:

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

masyarakat terhadap peradil
(acces to justice)

58lola

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik per
masyarakat) yang dapat diakses secarbnedalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuha|
terhadap putusan pengadilan.

nPersentase permohonan eksekusi atas pupes&ara perdat
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

<5

Meningkatnya kualita

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindakl

pengawasan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

ditindaklanjuti.
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B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2016

Adapun rencana kinerja tahun@angadilan Negeri Solpkebagai berikut:

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya Tertib Administraga. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai 100 %
Perkara Pidana dan Perkara petunjuk Teknis Bukdl Mahkamah
Perdata Agung

b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknjs 100 %
Buku Il Mahkamah Agung
c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis 100 %
Mahkamah Agung
d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku 100 %
Il Mahkamah Agung
Meningkatnya penyelesaigna. Persentase mediasi yang diselesaikan. 100%
perkara b. Persentase mediasi yang menjadi gkta 100%
perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Perdata
- Pidana 100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
dalam jangka waktu maksimabulan
Peningkatan aksagbilitas | Persentase perkargang tidak mengajukan
putusan Hakim upaya hukum:
- Banding 100%
- Kasasi 100%
- Peninjauan Kembali 100%
Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi 100%
pengelolaan penyelesaian perkafa dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap 100%
didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitanuan 100%
relaas putusan tepavaktu, tempat dan
para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan 100%
tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%
Peningkatan aksesibilitgsa. Persentase perkara  prodeo yang 100%
masyarakat terhadap peradilan diselesaikan
(acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang 100%
menarik perhatian masyarakat) yang ddpat

diakses secaraon line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan terhad
putusan pengadilan.

apersentase permohonan eksekusi atas put
perkara perdata yang berkekuatan hukum t
yang ditindaklanjuti

usan 100%
Btap

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat Y
ditindaklanjuti

ang 100%

b. Persentase temuan hasil
eksternal yang ditindaklanjuti.

pemeriks

pan 100%
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C. PenetapanKinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelplanTkhusus penetapan kinerja
antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Pengadilan Negeri Solpknenciptakan tek ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Penetapan Kinerja TahunZ®Pengadilan Negeri Solpkebagai berikut:

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Terlaksananya Terti a. Prosedur Penerimaan Perksesua 100 %
Administrasi Perkara Pidana petunjuk Teknis Buku Il Mahkamah
dan Perkara Perdata Agung

b. Prosedur Banding sesuai petunjuk 100 %
teknis Buku Il Mahkamah Agung
c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis 100 %
Mahkamah Agung
d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis 100 %
Buku Il Mahkamah Agung
Meningkatnya  penyelesai:| a. Persentase mediasi yang diselesa 100%
perkara b. Persentase mediasi yang menjadi gkta 100%
perdamaian
c. Persentase sisa  perkara
diselesaikan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan
- Perdata 100%
- Pidana 100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
dalam jangka waktu maksimabulan
Peningkatan akstabilitas | Persentase perkayang tidak mengajuka
putusan Hakim upaya hukum:
- Banding 100%
- Kasasi 100%
- Peninjauan Kembali 100%
Peningkatan efektifitasa. Persentase berkas yang diajukan kasasi 100%
pengelolaan penyelesaian dan PK yang disampaikan secara
perkara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan 100%
siap didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampai 100%
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu gan 100%
tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perk 100%
Peningkatan aksesibiliti a. Persentase perkara prodeo vy 100%
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masyarakat terhadap peradil diselesaika
(acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perl 100%
(yang menarik perhatian masyarakat)

yang dapat diakses secamm line
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhe| Persentase permohonan eksekusi 100%
terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitag a. Persentase pengaduan masyarakat 100%
pengawasan yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriks 100%

eksternal yang ditindaklanjuti.
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BAB IIl.
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukysaadéiaér
proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukurajakinerupakan suatu
metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komuni&asaldt manajemen
untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kineff@ngadilan Negeri Solotahun 205, dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dengan realisasinyaehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau
tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target ylaglgm tercapai dalam tahun Zihi. Rincian

tingkat capaiarkinerja masingmasing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di

bawah ini.
REALISASI | SASARAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET (%) (%)
Terlaksanany: a. Prosedur Penerimaan Perk 100 % 100 % 100 %
Tertib sesuapetunjuk Teknis Buku I
Administrasi Mahkamah Agung
Perkara Pidana |b. Prosedur Banding sesuai 100 % 100% 100 %
dan Perkara petunjuk teknis Buku I
Perdata Mahkamah Agung 100 % 100 % 100 %
c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk
teknis Mahkamah Agung 100 % 100 % 100 %
d. Prosedur PK sesuai petunjuk
teknis Buku Il Mahkamah Agung
Meningkatnye a. Persentase mediasi ya|  100% 100% 100%
penyelesaian diselesaikan.
perkara b. Persentase mediasi yang menjadi100% 0% 100%
akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara Vi
diselesaikan
- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana 100% 100% 100%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan
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- Perdat 100% 95% 95%
- Pidana 100% 90% 90%
e. Persentase perkara yahg 100% 100% 100%
diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal5 bulan

Peningkatat Persentase perkarayang tidak
aksepabilitas mengajukarupaya hukum:
putusan Hakim | - Banding 100% 80% 80%
- Kasasi 100% 85% 85%
- Peninjauan Kembali 100% 100% 100%
Peningkatat a. Persentase berkas yang diaju| 2100% 100% 100%
efektifitas kasasi dan PK yang disampaikan
pengelolaan secara lengkap
penyelesaian b. Persentase berkas yang diregisterl00% 100% 100%
perkara dan siap didistribusikan ke
Majelis
c. Persentase penyampal| 100% 100% 100%

pemberithuan relaas putusgn
tepat waktu dan tempat pada

para pihak
d. Persentase penyitaan tepat wa| 100% 100% 100%
dan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap 100% 100% 100%
perkara
Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yangl00% 100% 100%
aksesibilitas diselesaikan
masyarakat b. Persentase (amar) putusan perl] 100% 100% 100%
terhadap (yang menarik perhatian
peradilan (acces masyarakat) yang dapat diakses
to justice) secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.
Meningkatnya Persentase permohonan ekselaigs| 100% 100% 100%
kepatuhan putusan perkara perdata yang
terhadap putusapberkekuatan hukum tetap yang
pengadilan. ditindaklanjuti
Meningkatnye a. Persentase pengaduan masyar| 100% 100% 100%
kualitas yang ditindaklanjuti
pengawasan b. Persentase temuan hasil 100% 100% 100%
pemeriksaan  eksternal  yang
ditindaklanjulti.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerj@engadilan Negeri Solokahun 205 mengacu pada indikator
kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Padakhir tahun 208, Pengadilan Negeri Solotelah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetgpkan, diuraikan sebagai berikut
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1. SASARANTERLAKSANANYA TERTIB ADMINISTRASI PERKARA PIDANA
DAN PERKARA PERDATA.
Pencapaian terlaksananya tertib administrasi perkara pidana dan perkara perdata adalah

sebagai berikut :

REALISASI | SASARAN
KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET (%) (%)
UTAMA
Terlaksananya |a. Prosedur Penerimaan Perkara 100 % 100 % 100 %
Tertib sesuai petunjuk Teknis Buku
Administrasi Mahkamah Agung
Perkara Pidana |b. Prosedur Banding sesuai 100 % 100 % 100 %
dan Perkara petunjuk teknis Buku I
Perdata Mahkamah Agung 100 % 100 % 100 %
c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk
teknis Mahkamah gung 100 % 100 % 100 %
d. Prosedur PK sesuai petunjuk
teknis Buku Il Mahkamah Agung

Dalam pencapaian sasaran dalam perkara pidana dan perkara perdata Pengadilan
Negeri Solok telah menjalani prosedur sebagai berikut :
Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku Il Mahkamah Agung
Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Bukddhkamah Agung

Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung

P wnN P

Prosedur BninjauarkK embalisesuai petunjuk teknis Buku Il Mahkamah Agung

2. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasarpenyelesaian perkanaada tahun 2@lsebagaberikut:

KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGE REALI CAPAI
KINERJA T (%) SASI (%) | AN (%)
Meningkatnya a. Persentase mediasi 100% 100% 100%
penyelesaian perkara yang diselesaikan.
b. Persentase mediasi 100% 1% 1%
yang menjadi akta
perdamaian
c. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
- Perdata 100% 100% 100%
- Pidana 100% 100% 100%
d. Persentase perkara
yang diselesaikan
- Perdata 100% 65% 65%
- Pidana 100% 9% 9%
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e. Persentase perka| 100% 100% 100%
yang  diselesa#én
dalam jangka waktu
maksimal5 bulan

a. Persenasemediasiyang diselesaikan.
Ukuran capaian indikatorkinerja Persentasemediasi yang diselesaikan adalah
perbandinganmediasi yang digpakati, denganjumlah mediasiyang diterima dan
menjadi perkara
Persentaspenyelesaian mediasi perkdPardata,yang ditargetkan selesai B@0pada
tahun 205, ternyata dapat tercapai P80 Hal ini berarti bahwgperkara perdatpada
tahun 205 sebanyal62 perkara seluruhnyalapat diselesaikan di tahun %01
Penyelesaiamediasipada tahun 2@lyang mencapai target sebesar @0Mhenunjukan
bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungengadilan Negeri Soldielah berjalan

dengan baik dan lancar sehingga tidak mddiasiyang tidak selesai

b. Persentasanediasiyang menjadi akta perdamaian
Ukuran capaian indikator kinerja Persentasediasi yang menjadi akta perdamaian
adalahperbandingarmediasiyang dproses,denganjumlah mediasiyang menjadi akta
perdamaian
Persentasenediasi yang menjadi akta perdamaigaing ditargetan selesai 100% pada
tahun 205, ternyatahanyadapat tercapdi%. Hal ini berarti bahwperkara perdatpada
tahun 205 sebanyak 2 perkaraterdapat Jperkarayang menjadi aktperdamaian

c. Persentasesisaperkara yang diselesaikan.
Persentasesisa perkarayang diselesaikartahun 205 adalah sebesat0®%, vyaitu
perbandingansisa perkara yangdiselesaikan, dengan sisa perkara yang harus
diselesaikan.
Persentassisaperkara Rrdatayang diselesaikan ga tahun 205 ditargetkanl00% dari
total keseluruhamsisaperkara yangda, darternyda realisasinya tercapabD(®. Pada
tahun 204, sisa perkara sebanyak perkara, semuanya dapat diselesajpada tahun
2015
Persentassisaperkara Rlanayang diselesaikan pada tahun 2@itargekan 100% dari
total keseluruhamsisaperkara yangda, darternyata realisasinya tercaggd(®. Pada
tahun 204, sisa perkarsebanyalk6 perkara semuanya deat diselesaikan pada tahun
2015
Hal ini dikarenakan pada tahun 2Dbanyak perkara pidandan perdatayang masuk

pertengaharbulan Desember2014, sehingga tidak memungkinkantuk diselesaikan
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pada tahun 201 Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan
di tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidenperdataahun
2015.

Keadaan Perkara Pidadan Perdatdi PengadilanNegeri SolokTahun 202 adalah

sebagai berikut:

No | Perkara | Sisa Tahun 20% Masuk Putus Dicabut | Sisa akhir
1. Perdata 5 62 56 4 7
2. | Pidana 6 123 80 - 22
Jumlah 11 185 136 4 29

140 -

120 -

100 - m Sisa Tahun L&

80 - m Masuk

Putus

60 - m Dicabu

40 - SISc

20 -

O A 1 1
Perdat: Pidan:

d. Persentase perkara yang diselesaikan.
Persentase perkara yang diselesailadalah perbandingan antara perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang akan disebsddaldo awal ditambgberkara yang
masuk).
Persentase perkaraefdatayang diselesaikan pada tahun 2Gditargetkan100% dari
total keseluruhan perkara yanda, darternyata realisasinya terca@0i%. Pada tahun
2014, sisa perkaraebanyak perkaraditambah denga@2 perkara yang masugerkara
yang dicabut sebanyakpkrkara,sedangkamperkara yang putusebanyak 56sehingga
sisa perkara sebanydlperkara.
Persentase perkar&Bnayang diselesaikan pada tahun 2@itargetkanl00% dari total
keseluruhan perkangang ada, dariernyata realisasinya terca@4i%. Pada tahun 2@1
sisa perkaraebanyak Gerkara,ditambah dengath23 perkara yang masuk, sedangka

perkara yang putugbanyak 8@erkara.
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Hal ini dikarenakan pada tahun 20danyakya perkara pidandan perdatgang masuk
di bulanDesember2014, sehingga tidak memungkinkamtuk diselesaikan pada tahun

2014. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselessskam di

berikutnya.

e. Persentase perkara yang diselesaikaalam jangka waktu maksimal5 bulan

Persentase perkara yang diselesailatam jangka waktu maksim& bulan adalah

perbandingan antara perkara yang diselesaikdaim waktu maksimal Bulan, dengan

perkara yang harus diselesaikdalam jangka waktu maksal 5 bulan.

Persentasperkargperdatadan pidang/ang diselesaikadalam jangka waktu maksimal 5

bulanpada tahun 2@Lditargetkanl00% dari total keseluruhan perkara yaada, dan

ternyata realisasinya tercapBd(. Pada tahun 2@] semua perkaraebany& 196

perkaradapat diselesagn dalam jangka waktu maksimabGlan

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

PencapaiarSasaranP eningkatanAkseptabilitasPutusan Hakinmpada tahun 2L sebagai

berikut:
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALI CAPAIAN
(%) SASI (%) (%)
Peningkatan Persentase perkagang
Aksepabilitas putusan tidak mengajukamupaya
Hakim hukum:
- Banding 100% 8% 80%
- Kasasi 100% 9% 90%
- Peninjauan 100% 95% 95%
Kembali

Ukuran capaian indikator kinerja Persentgsekara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding, kasasi dan peninjauan kemadhlahperbandinganumlah perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum dengan total jumlah peatikalaseratus persen.

Persentas@erkara yang tidak mengajukan upaya hukum bandipgng ditargetkan

sebesal00% pada tahun 28, ternyatahanyadapd tercapai80%. Hal ini berarti bahwa

perkara perdatmaupun pidangada tahun 2| banyakperkara yang melakukarpaya

hokumbanding

Persentasgerkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasaging ditargetkan

sebesal00% pada tahun 28lternyatahanyadapad tercapa©0%. Hal ini berarti bahwa
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perkara perdata maupun pidapada tahun 2@l terdapat beberapa perkara yang

melakukan upyahukumkasasi

Persentasgerkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembafig

ditargetkansebesarl00% pada tahun 281 ternyatahanyadapa tercapai95%. Pada

tahun 205, terdapat 2erkara yang melakukan upaya hukpeminjauan kembali

4. SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian SasardPeningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian pepada

tahun 205 adalahsebagai berikut:

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET
(%)

REALI
SASI (%)

CAPAIAN
(%)

Peningkatan  efektifita
pengelolaan penyelesais
perkara

AN

Persentase berkas vya
diajukan kasasi dan P
yang disampaikan seca
lengkap

K

100%

ra

100%

100%

Persentase berkas vya
diregister dan sig|
didistribusikan ke Majelis

D

ng 100%

100%

100%

Persentase penyampai
pemberitahuan relag
putusan tepat waktulan
tempatpadapara pihak

S

an 100%

100%

100%

. Prosentase penyitaan te|

waktu dan tempat.

100%

100%

100%

Ratio  Majelis Hakim

terhadap perkara

100%

100%

100%

a. Persentase yangliajukan kasasi dan Reninjauan Kembali yang disampaikansecara

lengkap

Persentase perkara yangpjdkan kasasi danepinjauanKembali yang disampaikan

secara lengkapdalah perbandingan antdrerkas yang diajukan Kasasi d@eninjauan

Kembaliyang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan

Kasasi darPeninjauan Kembali

Persentase perkanmng diajukan kasasi dai®eninjauan Kembaliyang disampaikan

secara lengkapada tahur2015 ditargetkan10 dari total keseluruhan perkara yang

diajukan kasasi daReninjauan Kembalrealisasinya tercapdi00%. Pada tahun 2@l

terdapat 9erkas perkarperdata yang mengajukan upaya huklasasi darb berkas

perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasastidhk adaberkas perkara

Peninjauan Kembalyangterdri dari 2 perkara perdata dan tidak gulerkara pidana

semua berkasnya diajukan secara lengkap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIB

Page20



b. Persentaseberkasyangdiregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentaseberkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelsdalah
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara
yang didistribusikan ke majelis

Persentasberkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Mapeida tahun 2@
ditargetkan100% dari total keseluruhan perkara yanmsuk, ternyata dapat tercapai
sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang mesdilam bukuegister, semuanyielah

didistribusikan ke majelis.

c. Persentasepenyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para
pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengaresrgbatusan yang
disampaikan ke para @iktelah tepat waktu.
Persentasgoenyampaian pemberitahn relaas putusan tepat wakiantempat para
pihakpada tahun 2@lditargetkanl00% dari total keseluruhan perkara yaetphputus
ternyata dapat tercapai sebesar 100%gli, semua perkara yangtps semua relaas

putusannyaelah diberitahukan tepat waktu dan tenpedapara pihak

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Persentase penyitaan tepat waktu dan temgalahPerbandingan antara permohonan
penyitaan dengan pelaksangemyitaan tepat waktu dan tempat.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahbrdig@getkan100% dari
total keseluruharmpermohonan penyitaapang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar
100%. Jadi, semua permohonan penyitaan yang miswsungditindaklanjuti dengan

pelaksanaan penyitaan yang tepat waktu dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Ratio Majelis Hakim terhadap perkaadalahPerbandingan antara ratio Majelis Hakim
dibandingkan dengan perkara masuk.
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tah2@is ditargetkan100% dari total
keseluruharperkara yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua

perkara yang masuk, dapat dibagikan kepada majelis hakim dengan adil dan merata.
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5. SASARAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP
PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pencapaian Sasar&eningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (Acces to

Justice)pada tahun 2@adalahsebagai berikut:

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALI CAPAIAN
(%) SASI (%) (%)
Peningkatan aksesibilitasa. Persentase perkafa 100% 100% 100%
masyarakat terhaddp prodeo yang diselesaikan
peradilan (acces tob. Persentase (amaf) 100% 100% 100%
justice) putusan perkara (yang
menarik perhatian

masyarakat) yang dap
diakses secaraon line
dalam waktu maksimal

at

il

hari kerja sejak diputus.

a. Persertase pekara prodeo yang diselesaikan

Persentaspeakara prodeo yandiselesaikaradalahPerbandingan perkaragoeo yang

diselesaikan dengan perkanadeo yang masuk
Persentaspeakara prodeo yang diselesaikaada tahun 2@lditargetkanl00% dari total

keseluruhamerkara prodeo yang masulernyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi,

semua pdwara prodeo yang masuk, dapat diselesaikan tepat waktu

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang

dapat diakses secar@an line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sepk diputus

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secaran line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak dipuadalah

perbandingan amar

putusan perkayang menarik perhatian masyarakgang

ditayangkan diwibesitedengan jumlah perkasgng menarik perhatian masyarakahg

tidak ditayangkan.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat

diakses secaman linedalam waktu maksimal 1 hari karsejak ¢hutus pada tahun 261

ditargetkan100% dari total keseluruhaperkara yang menarik perhatian masyarakat,

ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang menarik perhatian

setelah perkara tersebut diputus.

masyaakat langsung ditayangkan di vgitepada hari itu juga atau lpgg lambatl hari
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6. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN

Pencapaian Sasar&eningkatarkepatuhan terhadap putusan Pengadilada tahun 208

adalahsebagai berikut:

terhadap
pengadilan

putusa

neksekusi

perkara perdata yang
berkekuatan hukum
tetap yand
ditindaklanjuti

atas putusan

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALI CAPAIAN
(%) SASI (%) (%)
Meningkatnya kepatuhe| Persentase permohon| 100% 10C% 10(%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti apedbandingan perkara

perdata yang ditindaklanjuti

ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentaspermohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum

(dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum

tetap yang ditindaklanjuti yang ditargetkarsebesarl00% pada tahun 28] ternyata

hanyadapa tercapaisebesaf 00%.

7. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN

Pencapaian Sasar&eningkatarkepatuhan terhadap putusan Pengadilada tahun 208

adalahsebagai berikut:

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALI CAPAIAN
(%) SASI (%) (%)
Meningkatnya  kualitas a. Persentase 100% 100% 100%
pengawasan pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase temui| 2100% 100% 100%
hasil  pemeriksaan
eksternal yang
ditindaklanjuti.
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a. Persertasepengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentasgpengaduanmasyarakat yang ditindaklanjutidalah Perbandinganjumlah
pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non
teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Persentasgpengaduan masyarakat yang ditindaklanpdida tahun2015 ditargetkan

100 dari total keseluruhapengaduan yangnasuk, ternyata dapat tercapai sebesar

100%.Jadi,pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti

b. Persertase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentastemuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti agal@andingan
jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan
non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Persentaséemuan hasil pemeriksaan eksital yang ditindaklanjutpada tahun 2L
ditargetkanl00% dari total keseluruhapengaduan yang masuk, ternyata dapat tercapai

sebesar 100%. Jadi, pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Untuk melaksanakan tugas pokdan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3
program utamgang berdasarkan atas DIPA B0Aitu:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan VISI dan MISI serta Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Tersebut, dilaksitan melalui penggunaan anggaran tahurb2édsebut yang

tertuang dalam 3 Prograyaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugaeknis Lainnya
Mahkamah Agung, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan
dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan
kegiatan érsebut telah dapat dilaksanakan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agungtelah

dilakukan dengan melaksanakan kegigtangadaaserver CTS kantor.
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, telah dilakukan dengan

me

laksanakakegiatan penanganan perka Jumlah anggaran untylkogram ini adalah

sebesar R@6.825000 (tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh limartipiah).

Realisasi Anggaran Tahun Zbdapat dilihapada tabel berikut:

No

Pagu Persentase

(Rp) Realisasi(Rp) (%)

Uraian

Program Dukunga| 3.64€554.00C | 3,435,748,010 94.14 %
Manajemen dan Pelaksanpa
Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung (DIPA
Badan Urusan Administrasi
9 Pembinaan Administras
dan Pengelolaa
Keuangan Badan Urusan
Administrasi

o =

ProgramPeningkatan Sarana 40.000.000 39.949.800 99.87 %
dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung (DIPA
Badan Urusan Administrasi
9 Pengadaan Sarana dgan
Prasarana di Lingkungdg
Peradilan Tingkal
Banding dan Tingkat
Pertama

5

Program Peningkate| 76.82500C 70.278.05 91.48 ¥

Manajemen Peradilan

Umum  (DIPA Badan

Peradilan Umum)

9 Berkas Perkara Kasasi
PK, dan Grasi pada
Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat
Banding yang
Diselesaikan Tepat
Waktu

Jumlah 3.76€.37€.000 3.54E.97£.860 94.15 %

1.

Program DukungamManajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dengan Pagu RP.649.554.000 Terealisasi sebesar R$435,748,010-
mercapai 94.1%. Program ini dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya
dukungan manajemen dan tugas teknis dgtetaksanaartugas teknis peradilan
dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran.

Program ini telah mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana dan
prasarana, organisasi dan administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.
Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Pagu

Rp40.000.000 terealisasi sebesar RP9.949.800, mencapai 99.8% program ini
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bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung
penyelengaraan peradilan.

3. Program Peningkatan Manajem&eradilan Umum dengan Pagu Rj6.825.000
terealisasi sebesar R[@0.278.050, mencapai 91.4%. Kurang terserapnya pagu
anggaran ini disebabkan karena jumlah pengiriman berkas dan penyelesaian berkas

yang masih belum terlengtia kurang tercapainya target tepat waktu.
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BAB IV.
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja kegiat&kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat
tergambarkan dalam keberhasiau kegagalan pencapaian kador sasaran, karena masih
masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk
pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh
lebih dari s&u program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok
menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya ketafwam di
berjalan, misalnya Penekan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara
yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusun&jle, maka dibandingkan antara
matrik pengukuran kingxr kegiatan dan pengukurgmencapaian sasaran denganetab
keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran
kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan
program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berapa renstr
yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi sehubungan dengan
adanya kegiatakegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah

dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih mempikbatsehingga dana
yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan
sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya
dikarenakan pagu anggaran kegiatensebut belum sesuai denga tupoksi yang ada di
Pengadilan Negeri Solok.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk
kegiatan pokok harus sesuai dengan RKAyang diajukan sehingga hasil yang diharapkan
dapat terwujud.

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan
yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang

dan maksimal.
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Lampiran -Lampiran Dalan LAKIP
1. Struktur Organisasi

2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
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LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIB Page29



LAMPIRAN |
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK
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STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETU.
WAKIL KETLU
v
HAKIM
A 4
PANITERA/SEKRETARIS
WAKIL PANITER/ WAKIL SEKRETA
A 4 \ 4 \4
PANMUI PANMUIL PANMUI KAUE KAUFR KAUI
PERDATA PIDANA HUKUM UMUM KEUANGAN KEPEGAWAIAL
FUNGSIONAL / KEPANITERA,
JURUSITA / STAF
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1. KETUA

2. WAKIL KETUA

3. HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

PANITERA MUDA

a. HUKUM
b. PIDANA
c. PERDATA
KEPALAJRUSAN
a. KEUANGAN
b. UMUM

c. KEPEGAWAIAN

JURUSITA

a. JURUSITA

b. JURUSITA PENGGANTI:

- HERIYENT$H.MH
: BUDIARTO,S.H

:a. DADI SURYANEH.MH

b. SYOFIA NISRA, SH
c.LOLA OKTAVIA, SH

d. MELIA NUR PRATIWI, SH
e. NANI PRATIWI, SH

f. ALDARADA PUTRA.SH

g. AFDIL AZIZI,SH.Mkn

: ZAINAL ABIDINSH

: FITRIATISH

: ZULLIFAH

' ISMEDSH
: SYAFRIZAL.BH

: YERI FITRIANBH

: DURMAWEL FERNANDO.SE

: FIRDINANSYAH YURSAL,S.Kom

: AZRAENI

- ALWISMEN

- MAWARDI

- HENDRIYADI
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10. PANITERA PENGGANTI :
a. AGUSTINA
b. BUDI SUROSO, SH
c. YUANZALINDA
d. SRIHARTANTI
e. ZARMAINI
f. ISMED.SH
g. YUSTIKA RINI

h. MARFIAYENI

11.STAF
a. SYAFRIA NOVS&H
b. NOVITA DIASTUTI.Amd

c. RAHMAT KASBIN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIB Page33



LAMPIRAN I
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2015
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